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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengawasan 
pemerintah daerah terhadap perjanjian sewa lahan sebagai dasar penyelenggaraan 
reklame, khususnya dalam menjamin terpenuhinya asas proporsionalitas. 
Pengawasan yang selama ini dilakukan masih berorientasi pada aspek administratif, 
seperti perizinan, penataan ruang, keselamatan konstruksi, dan kewajiban 
perpajakan, sehingga belum menyentuh substansi hubungan kontraktual antara 
pemilik lahan dan penyelenggara reklame. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan 
pengawasan terhadap perjanjian sewa lahan untuk reklame guna menjamin 
terpenuhinya asas proporsionalitas serta merumuskan konstruksi pengawasan 
pemerintah daerah yang ideal dalam mewujudkan keadilan kontraktual.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan 
pendekatan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui 
penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan berbagai 
literatur yang relevan.    

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang berlaku belum 
memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menilai substansi 
perjanjian sewa lahan sehingga terdapat kekosongan norma dalam perlindungan 
terhadap asas proporsionalitas. 

 Diperlukan konstruksi pengawasan yang mengintegrasikan fungsi 
preventif dan represif dengan memberikan kewenangan administratif untuk menilai 
keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, transparansi klausul, serta 
proporsionalitas pembagian risiko tanpa mengurangi prinsip kebebasan berkontrak. 
Sinergi antara pemerintah daerah, notaris, pemilik lahan, dan penyelenggara 
reklame diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan kontraktual, dan 
perlindungan hukum yang lebih efektif dalam penyelenggaraan reklame. 

Kata kunci: kewenangan pemerintah daerah, pengawasan, perjanjian sewa lahan, 
reklame, asas proporsionalitas. 
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ABSTRACT 

This study is motivated by the suboptimal supervision exercised by regional 
governments over land lease agreements serving as the legal basis for billboard 
advertising, particularly in ensuring compliance with the principle of 
proportionality. Existing supervision primarily focuses on administrative aspects, 
including licensing, spatial planning, structural safety, and taxation, without 
addressing the substantive contractual relationship between landowners and 
billboard operators.  

This research aims to analyze the legal authority of regional governments in 
supervising land lease agreements for billboard advertising to ensure the 
implementation of the principle of proportionality and to formulate an ideal 
supervisory framework capable of promoting contractual justice. This study 
employs a normative legal research method using statutory, conceptual, case, and 
comparative approaches. 

Legal materials are analyzed qualitatively through the interpretation of 
legislation, legal doctrines, and relevant academic literature. The findings indicate 
that the current legal framework does not authorize regional governments to assess 
the substantive content of land lease agreements, resulting in a normative gap in 
protecting the principle of proportionality.  

Ideal supervisory framework should integrate preventive and repressive 
mechanisms by granting administrative authority to evaluate the balance of rights 
and obligations, transparency of contractual clauses, and proportional allocation of 
risks while maintaining the principle of freedom of contract. Effective collaboration 
among regional governments, notaries, landowners, and billboard operators is 
essential to strengthen legal certainty, contractual fairness, and legal protection in 
the implementation of billboard advertising. 

Keywords: regional government authority, supervision, land lease agreement, 
billboard advertising, principle of proportionality. 
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